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Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, 
yang memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk 
menyelesaikan tesis ini, dalam rangka memenuhi sebagian syarat 
memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Fakultas Pascasarjana Magister 
Hukum Kesehatan, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang 
berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 
ASUHAN PERSALINAN PATOLOGI OLEH BIDAN DI RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG”. Asuhan persalinan patologi 
merupakan salah satu pelayanan medis di Rumah Sakit yang pada 
dasarnya kewenangan atribusi dari dokter spesialis obstetri genekologi. 
Namun pada kondisi tertentu asuhan persalinan patologi yang terbatas 
dapat dimandatkan kepada bidan. Pelaksanaan asuhan persalinan 
patologi oleh bidan dengan sendirinya juga ada tanggung jawab 
hukumnya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tentang ketentuan hukum pelaksanaan asuhan persalinan patologi, 
pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan dan tanggung jawab 
hukum terhadap pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan di 
RSUD Kabupaten Batang. 
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Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang 
memberikan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan medis 
yang diberikan adalah pelaksanaan asuhan persalinan patologi. 
Pelaksanaan asuhan persalinan patologi merupakan kewenangan atribusi 
dokter spesialis obetetri ginekologi, yang pada kondisi tertentu dapat 
dimandatkan kepada bidan. Pelimpahan pelaksanaan asuhan persalinan 
patologi yang dapat dilimpahkan kepada bidan hanya pada pelaksanaan 
asuhan persalinan patologi terbatas dan dengan sendirinya juga ada 
konsekuensi hukumnya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab hukum 
pelaksanaan asuhan persalinan patologi di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Batang. Responden sebanyak 11 bidan pelaksana di RSUD 
kabupaten Batang. Untuk pengambilan data dengan menggunakan 
kuesioner yang peneliti susun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan 
Praktik Bidan, juga melalui wawancara dan studi pustaka.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuhan 
persalinan patologi sebagian sudah sesuai dengan ketentuan dan 
sebagian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri 
Kesehatan Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar 
Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Tidak 
sesuainya pelaksanaan asuhan persalinan patologi oleh bidan dengan 
sendirinya ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum bukan hanya 
menjadi tanggung jawab bidan sebagai pelaksana asuhan persalinan, 
melainkan juga pada Rumah Sakit dan dokter pelimpah kewenangan. 
Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab hukum 
administrasi, perdata dan pidana.  
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A hospital is a institute of health service giving health service to 
individuals covering promotive, preventive, curative and rehabilitative 
service. One of the medical services given to the patients is pathological 
delivery care. Pathological delivery care is the attributive authority of 
gynecological obstetrician in which in a certain condition can be mandated 
to a midwife. The mandate of pathological delivery care that can be given 
to a midwife confined to only certain pathological delivery care. The 
mandate brings about legal consequence.  
The method used in this research was juridical sociology with the 
specification of descriptive analytic. This research aimed at obtaining the 
description on legal responsibility concerning the performance of 
pathological delivery care by the midwife at General Hospital of Batang 
Regency. Respondents were as many as 11 executive midwifes at 
General Hospital of Batang Regency. The instrument of data gathering 
was a questionnaire that the researcher constructed based on The 
Regulation of the Ministry of Health No.1464/Menkes/Per/X/2010 on the 
Lisence and the Operation of Midwifery Practice. The data were also 
obtained through an interview and library study.  
The result of the research showed that the performance of 
pathological delivery care partly has been in line with The Regulation of 
the Ministry of Health No.1464/Menkes/Per/X/2010 on the Lisence and the 
Operation of Midwifery Practice, Ministerial Decree of the Minister of 
Health of the Republic of Indonesia No.369/Menkes/SK/III/2007 on the 
Standard of Midwifery Profession and the Ministerial Decree of the 
Minister of Health No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 on the Standard of 
Midwifery Care. The unsuitability of the performance of pathological 
delivery care by the midwife brings about legal consequences. Legal 
consequences are not only the responsibility of midwife as the performer 
of delivery care, but also the hospital and the doctor as the mandate giver. 
The legal responsibility mentioned covers legal responsibility of 
administration, civil and criminal.   
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